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PERATURAB DAERAH KABUPATEW DAERAH TINGKAT TT

. . HULU SUNGAI SELADAN

ROMOR : 11 TAMUN 199g.
TENTANG

PENYIDIK PEGLWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNG

E | AN
PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT IT HUTU
SUNGAI SELATLN, ‘

DENGAN RAHMET TUHAN YANG MAHA BSA ~
BUPATT KEPALA DAERAH TINGKAT II HULU SUNGAT SELATAN
L7 ’

: a. bahwa dalam rangka pelaksanazn otonomi Y_erah -
yang nyata dan bertanggung jawab serta untuk me
ningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggafg
an pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap -
masyarakat dam pelaksanaan pembangunan maka perlu
terciptanya ketentraman dan ¥8tertihan dalam ¥ila-
yah Daerah Tingkat II Hulu ﬁﬁhgai Selatan;

b. bahwa untuk kepentingan tersebut diatas perlu menga
tur lebih lenjut pelaksanaan pasal 43 ayat (2) Un -
dang-Undang Nomor 5 *“shun 1974 tentang Pokok-Pokok~
remerintahan di Daerah mengénai penunjukap Pegawei-
pegawai Daerzh sebagai penyidik terhadap pelanggar
an atas ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah; -

c. bahwa dalam Undang-lndang Nomor 8 Tahun 1981 ten-
tang Hukum fcara Pidana dan VYeraturan Pemerintah -
Nomor 27 Tahun 1983 Jo Peraturan Menteri Kehakiman

_ Nomor M.05 -PW.07.03 Tahun:1984 telsh diatur ten -
tang ‘etunjuk Yelaksansan Pangusulan Pengangkatan
dan femberhentian renyidik:Pegawai Negeri Sipil ;

d. bahwa untuk mencapai_maksu%%ﬁuruf a,b,c, pada kop
. pideran diatas maka dipandang perlu untuk menstap
kannya dalam suatu Peraturan Daerah.
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U dang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 topn*
tang Polcole~Pokok semerintahan di lag

‘rah ;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 ten
tang ~embentulkan Dasrah Tingkat IId1
Kalimantan

Undang-Undang lNomor 8 Tahup 1974* tep .
tang rokok-lokok Kepegewsisp ;

Undang-Updang Nomor 8 Tahun 1981 3%&
tang Hukum Acara Pidans ; ,

ﬁndangnUndang Nomor 20 Tahun 1982 tén
taﬂg Kétentuan-ketantluan Pok.k Bop
taharan Keemanen legara Hepublik Trdo
nepla ;

Peraturan femerintah Nomor 27 Tahun -
1983 tzanteng ~sleksanaan Ki¥nb Undang
Undan, Hukt.. hcara‘Pidana ;

Peraturan enteri walam Hegeri N omor
14 Tahun 1974 tentang Bentuk feratur

an Ugerah ; ﬁ& :

Peraturan Menteri Kehakidian Nomor M.
14~PW.0T7.03 Tahur!1983 tentang ' Pe
tunjrk relaksanaan Pengusulan reng -
apgkatan dan femberhentlan Peny1d¢.f'
Pegawai MNegeri Slpll $

Keputusan Menterm»hehakxman Nomor M.
14 -P{.07.03 Tahyn 1983 tentang Tam

. bahan Pedoman Pelaksanaan Kitab Un-

dang-undang H kum .cara Pidana ;

Keputusan Menterl Kghakiman Nomor M.
04=PH.07.03 Tahun 1984 ¥entang Hower
hang Panyiafkan Pegawal Hggeri Sipilk}

Keputuaan Menetrﬂ ‘Halam Negeri Nomor

- 23 Tzhun 1986 tentang Kedentuan Umum

fier, . i Penyidik Pegawai legeri di
L,<;? ripan Pemeriniah vaerah
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12. Keputusan fangab Nomor 'Kap/ll/P/IlI/1984 tan
- al 31
Haret 1984 tentang Pokok~Pokok Organisaai’ Shrone
dur Kepolisian Kepublilk L donesia,

Dengan persetujuan Dawan ~erwakiilan Rakyat Daerah Kabupaten -
Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan.

MEMUTHN SK4AN,;

lRenetapkan : YERATURAN DAERAH KiBUPATEN DARRAH TINGKAT 1T
HULU SUNGAS SELETAN TENTL NG PENYIDIK PEGALT
NEGER L SI1PIL DIiLINGKUNGAN PEMFRINTAY KLBUPA
TEN DailieH TINGKAT 11 HULU SUNGAI SELATLN,

B 4.3, I
Kﬁ?ENTUAN UMUM

Dallam Peraturan h ini rong dimaksud dengan :

S Daerah Eﬁédaiah Kabupaten Jaerah TingkatIl
E;ﬁulu Sungai Jslatan;
b. Pemerinbah %tﬁ .
Daerah : .adalah Pemerintahﬂﬁabupaten Jasrah

~l'ingkat 1. Hulu Sungai Seln® an ;
c. Kepala Dae- _,ﬁ_ |
rah i _adalah Bupati Kepala Vaerah Ting-

Fgkat 1I Hulu Sunga: Selatan;

d. Penyelidik = mdalah serangkaian tindak Penyidik
mznurut cara yang diatur dalam JU
ngHAP untuk mencari serta mengumpul
“Ran bukti-bukti pelarggaran sehing
EEEEa'membuat terang tentang tindak -
#zpidana yang terjadi dan guna mene-
n.kan tersangka;
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e. Tindak Pidana

f. Penyidik

g. Lembaran Daerah:

h. Un*t Organisas
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adalah setiap berbuatan atay + tin
gakan dari seotang atau organigs
si/badan Eukum yang bertentapg,
atsu melanggar kete “tukn-ketentu
an Persturan Daerah Kabupatep

Daerah Tingkat 11 Hulu Sungai .
Selatan; e

adalah Pejabat Pegawai Negeri 51
pil tertentu yang diberikan vewe
nang dan kewajiban untuk melaky-
ran tugas penyidikan atas -, ne
langgaran <Jeral ran Qaerah yang
memuat ketentuan pidana ;
adalah Lembtaran Yzeran Kabunaten
Daerah Tingkat 17 dulu Sungal -
welatan H

acalab tempn* petugag Penyidik -
regawa. liegeri Sipil! yang berada
dikantor /uinas, tagian diling -
kungan ‘emerintah Kabup'tan Dae-
rah Tingkat I1 Hulu uunV91 Selat

an. .

H B I1

KEDUUUKLN . DAN TUGAU

Pasal 2

(1) Penyidik dalam melaksanakan tugasnya berada di -
bawah dan bertanggung jawab kepada hepala Daerah

melalui Unit Oxrganisasi;

(2) Penyidik dalam melaksanakan tugasnya:dibawah koor
d#inagi dan pengawasan Penyidik Polisi Negara Re -
publlk lndonesia. o
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Pasal 3

p,ee8 fenyidik adalah melakukan penyidikan atas pelanggaran
terhadap Feraturan Dgerah Xabupaten Daerah Tingkat II Hulu

Sungal Selatan yang memuat ketentuan Pjdana yang berlaku da
lam wilayah hukum di tempat penyidikan tersebut ditempatkan,

BAB I1i
KEWENANGAN
5 - Pasal 4
(1) Penyidik mempunyai wewensang

; .
d. menerima laporaan atau pengaduan dari gepeorang ten
tang adanya tindak pidana :

b. melakukar tiniakan vertama pads saat itu ditempat -
kejadian dan melakukan pemeriksaan ;

c. menyuruh beriianti georang tersangka dari kegiatanya
dan memeriksa tanda pengenal diiri tersangka ;

d. melakukap penyitaan benda dan atau surat :

e. mengambil sidik jari dan memotret ‘seseorang ter ...
sangka; , ' :

f. memanggiil orang urtuk didengar dan diperiksa sebagai
- tersangka atau saksi ;

g. méndatangkan'orang ahli yang diperlukan dalam hubung
an dengan pemeriksaan pergara;_

h. mengadakan penghentian penyidikan-setelah mendapat-
petunjuk dari.penyidik umum bahwa :tidak terdapat cu
kup bukti atau peristiwa tersebut. bukan merupakan -
tindak pidana dan selanjutnyea melalui Penyidik Poli
si Negara Republik Indonesia memberitshukan hal ter
sebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarga

nya ;3 '
i. mengadakan tindakan lain menutut hukum yang dapat -
di pertanggung jawabkan. -

Dipindai dengan CamQcanner



TSRS N SR N A e e T

(2)

(1)

(2)

= § =

valam melakukan tugasnya,fenyidik tidak ber -
wenang melakukan penangkapaen dan atau penahan

an.
BAB IV
PENUNJUKAN,PENGANGKATAN DAN PEBERHENTIRN
Pagzl 5

[

ﬂepaia Vaerah berwenang menunjuk nama-nama e
lon Penyidik ;

Syarat-syarat untwk ¢ pat ditunjuk scbagai Pe

nyidik adalah ;

a. fegawai 1";_'\.‘!31‘{31."” pail resawai Neg o P
pil Daersh ztau ' gawal togeri Siipil rusat
diperb&ntLEK(‘.n p(} 1L 'ln'iﬂ' 9 !, agere .r‘d :—,_}vl_l-sc, r.f‘j -.'lh!!".'-’{

Pengatur iuda The! ( G-longan IL/b ) atau-
yang disamekan deng..n ituw yang bertugas -

 dalam bidang penyidikan sesuai dengan Un -
dang-undang yang menjedi dasar hwkumnya -~
masing-masing ;

b. Berpendidikan sérendah-rzndahnya Sekolah -
banjutan Tingkat Atzs atau berpendidikan -
khusus dibidang tekhnik opsrasional atau -
berpengalaman minimal 2 (dua) tahun pada
bidang tehnik operasional ;

c. Daftar fenilaian relaksanaan Pekerjaan Pe
gawai %egeri Sipil (DP 3) untuk selama (2)
tahun berturut-turu® haruvs terisi dengan -
rata-rata nilai baik ;

d. Berbadan sehat yang dinyatakan dengan Surat
heterangan Dolter.

(3)Pengangkatan dan pembsrhentian penyidik dilaku

-_—

ken oleh Menteri Kehskiman.
B AB v

PELAKSANAAN TUGAS DAN 2EMBINAAN.

—~—
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Pasal 6 ,

(1) Penyidik dalam melakukan tugasnya harus sesuai dengan
tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undang
an yang berlaku;

(2) Penyidik memuat Berita Acara setiap tindakan tentang :
a. Pemeriksaan tersangka ;
b. Pemeriksaan surat :
¢. Penyitaan bedda ;
d. Pemasukan rumah‘;
o Pemeriksaan saksi .

. Pemeriksaan ditempat kejadian dan mengirim kannya -
kepnda hejaksaan Negeri melalui Penyidik rolési Ne
gara Republik Indonesia.

Pasal 7

(1) Penyidik wajib membuat laporan tentang hasil penyidikap
dan tindakan lanjutnya sampai penyelesaian di Pengadil
au. ‘ '

(2) L poran sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, disam
paikan kepada Pimpinan Unit Organisasi masing-masing -
untuk diteruskan kepada Kepala Daerah,

Pagal 8 ;

fembinaan fenyidikan dilakukén oleh Kepala Daeréh bekerja
sam dengan Instansi Penegak Hukum,

BAB Vi
FEMBIAYAAN
Pasal 9

B aya pelaksanaan tugas penyidikan dan pembinaan penyidik
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
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BAB VII
KETENTUAN PENUTUR

Pasal 10

(1) Hal-hal yang merupalan pelaksanaan yang . .,
belum diatur dalam Poraturen Vaerah ini . -

akan ditetapkan dengan Keputusan Kepala D,
rai.
(2) Peraturan Paerah ini mulai berlaku pada -

tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahmi memerintahkan,

pengundangan dengan menam’apkannya dalam -~
Lembaran Daerah.,

Kandeprgead, 1%. Nopember 1990 |

Dewan Pefwakilan Rakyat vaerah Bupati bepala Daerah Tingkat Il
| habupaten Daerah Tingkat II " Halu Sungai Selatan,
| Hulu Sungai Selatan, -
' K e tua,
cap.  dtt. | cap. dtt. b
M.YUSERAN ANWAR, BA _ §l, MOH _, ARLAN ,SH.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Disahlen oleh Gubernur Kepal
Kobupaten Daerah Tingkat 11 Hulu  Daeral Pingkat I Kzlimanter

Sungai Selatan, | Selat®n dengan Surat KeputuS
an ‘
Nomor : 10 : ‘
Pada tangal : 1 Oktober 1991 Tanggal : 27 Agustus 1991
Tahun : 1991 Nomoz: : 22/SK-1/KUk.
Seri : D . £
No Seri '+ 9 T rd : :
{Sekretaris Wildyah/Yaerah Tingkat II
A Huly/ Syngai Sedaphn, /
?<"Qf~*“””i?? L 7 o
r’ X S Salinan sesuai dengan Aslinya {': ;1' !; . ’: ; :""; " : . — s !"ifﬁfv‘
i'P epala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan, \}\‘i: ..“ ‘_. v ":_ Drs < H-/ Id eris A E ganj .
i WENT . Pémbina
E" NIP. 196381314 fglgélosmoz o N:LPU 010 041 008. )f
| ‘
i

:

gl
T

§ e _
2] 2 i LS — -
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PERATURAN UAERAH- KABUPATREY DAERAH 7
HULU SUNGAI SEramay
NO Mogf:} 11 TAHUN 1999

N

INGKAT 171

=
PENYIDIK PEGAWAT NEGERI S1p1l pj
D
MERINTAH KABUPATEN DAERAH Tmexﬁmfgfmmcm PE -
SUNG.. 1 SELATAN: 1 HULU
T. PENJELASAN UMUM : ¥

Dalam rangka:meningkatkan tertib hukum
patew Daerah Tingggt 11 Hulu Sungai Selatan untuk menun
Jang.celancaran pgibangunan terutama dalam upaya menegak
an huku dipandangZpérlu mengstur tentang ketuntuan Penys
dik regawai Neger%ﬁipil yang bertugas menyelsnggarakan
genyiiikan terhaﬁéggpelanggaran—pelanggaran reraturan -

aerah, R |

#ilayah Kabg

Lgndasan hugg%%%agi Aparat Daerah yang bertugas se
bagai penyigik selama ini adalsh Herziene Inlandch Re
gelemen I gqonesid yang diperbaharui ( RIB) akan tetapi
dengan berlakuky& Undang-Undang Nomor 8 Yahun 1981 ten
tang hukum Acara Pidana (KUHAP ) Jo. Peraturan Pemerin
tah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksenaan Kstab Un -
dang-undang Hukum. icara Pidana serta peraturan-peratur
an pelaksanaan lainnys,maka wewenang dan kedudukan peny
nyidik tersebut perlu diisesuaikan,

Sejalan dengan ketentuan pasal 43 ayat (2) Undang
undang Nomor 5 Tehun 1974 tentang fokok-Pokok Pemerin -
tahan di Daerah yang menyebut bahwa " vJengan Peraturan
Daeran dapat ditunjuk pegawai-pegawai Daerah yang di -
berikan tugas untuyk melakukan penyidikan terhadap pe -
langgaran atas ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah ".

Adanya penyidik pada hakekatnya adalah untuk me -
Wujutkan ketentmaman dan ketertii on dikalangan masyara
kat Sehingga kesinambungan dan kelancaran kegiatan Pe
Merintah skan berjalan dengan baik.

Dipindai dengan CamQcanner

St e e



- 10 =

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAT

Pasal 1 s/d 2
pasal 3

Pasal 4 ayat (1) a s/d h

2 (1)
-
Fre ayat (2]
|
l 2
il
Fhri,
58
X
i
?f
Rl
i .qu‘"l 5 o n (1\
_ aj2t (2)
o ayat (3)
i
;b%~
By
W,

’

: ?ukup Jelas.”

: Igng berlaky dalam
@%1ath Hukum adalgh
Wilayah dimana pety
208 Penyidik diten,,
ans. yidik ditempat

Cultup jelag iy

Yan,. dimaksug tindakay
laj 11 diSiﬂi yf._.tu t.
dakan yane o) Eoo bin
an yang dlanggap
;u oleh penyidik Sepan-
Jang tiflak bertentangay
Q
deng-n. Peraturan Perun-
gang-undangan, -

per

o Tyt
npe 'f‘ g--.;pan -
igziiz ﬁ:tuggf‘fepolisimn
publik: Tndonsgis
sebagaimana d&raksud- par.-
13 KUEAZ,dan a0 beowens
ng mglakukané%enahananada
lah PenyidikZ(Pejabat Ke-
polisian NegfP3y Renublik.r
Indoue-2. ) &
Penuntut Umum serta nakin
~eéngadidan sghbagaimana Pa
sal 2C ayat I),(2) dan -
(3) "UHLP., -
Cukun jelos,
Cu (i jc.;as é;_':
Ketcntoan vengarckatan dab
-femberhentia._):.,_seseorangPr
N3 oleh Mendfri Kehakimeh”
disesuaikrn fuénu.ut Perdt
an Perundsngglndangan ¥
ber - 1. uﬁg“‘-‘-@.&

T
gt
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pasal 6 8/a 7 Cukup jelag.
6 ayat (2) Sgd ¢ ¢ Cukup Jelag,
ayat (3)

¥

Pemagukan rumah yang dimasulk
an disiini adalah kegiatan pe
nyidik dalam melaksanakan -
tugasnyas, memasukl pagar ru -
mah & Perumahan Seseorang -
Yang diduga melakukan tindak
pidana,

Yang dimaksud dengan pembina
an dalam hal ini meliputi pe
ningkatan 'mutu penyidik me
lalui pendidikan dan latihan.

Pasal 8 :

Pesal 9 : Cykup jelas.

Pgsal 10 gh : Cukup jelas.

é
c.
E% =========0000000000e====x=
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